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ABSTRAK 

 
 

Sebelum dilaksanakan Pemilu serentak pada April 2019, KPU sebagai 

lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilu membuat PKPU Nomor 20 
Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota. PKPU ini menjadi kontroversi yang mana Dalam pasal 4 ayat (3) 
berisi larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon 
anggota legislatif. substansi norma dalam PKPU ini tidak hanya melarang mantan 

terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, namun juga melarang 
mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual 

terhadap anak. Dari uji materi di Mahkamah Agung, larangan mantan narapidana 
korupsi sebagai calon legislatif dalam Pemilu dibatalkan dalam Putusan MA 
Nomor 46 P/HUM/2018. Berdasarkan Putusan MA, KPU mengeluarkan peraturan 

baru yaitu PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menghapus larangan mantan 

narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan 
gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang 

diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Secara metodologis penelitian 
adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang 
difokuskan dalam penerapan mas}lah}ah mursalah yang dihubungkan dengan 

landasan yang melatarbelakangi larangan mantan narapidana korupsi menjadi 

calon legislatif. 

Hasil penelitian menunjukan pengahapusan larangan mantan narapidana 
korupsi menjadi calon legislatif dalam tinjauan mas}lah}ah mursalah adalah 
kemaslahatan sifatnya Hajjiyah dan khusus. Sedangkan melarang mantan 

narapidana korupsi berisifat kemaslahatan d}arūriyah dan umum, bisa menjadi 

faktor penting dalam kehidupan rakyat dan pemerintah.  

 

Kata kunci : KPU, P eraturan K PU, P emilu, legislatif, Mantan narapidana 

korupsi, mas}lah}ah mursalah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل 

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و 

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :  

ل نز    Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهن  
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C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis H}ikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءالأوليا كرامة  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

الفطر زكاة  Ditulis Zakâh al-fiţri 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل 

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 Dammah Ditulis U ـُ
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 ditulis Yażhabu يذهب

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل 

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafs}îl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول 

Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya’ mati 

حيليالز  

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم
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 Ditulis U’iddat أعدت

شكرتم لئن  Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

السنة أهل   Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 17 April 2019 lalu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah berhasil 

menyelenggarakan Pemilu serentak pertama kali di Indonesia, yang 

menggabungkan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang pada 

pelaksanaan sebelumnya selalu dipisahkan tahapannya. 

KPU Sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan PKPU 

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan pelaksanaan pemilu (electoral process), 

mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota 

legislatif (caleg) 2019. Adapun aturan tersebut yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah resmi 

mengundangkan PKPU No. 20 Tahun 2018. Yang ditandatangani oleh Dirjen 

Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018.1 Yang 

dituangkan dalam Berita Negara No. 834 Tahun 2018.2 Dalam pasal 4 ayat (3) 

yang mana menyatakan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana tertulis pada ayat (3), tidak menyertakan mantan terpidana bandar 

 
1 PKPU NO. 20 Tahun 2018 dalam perspektif hirarki norma hukum, Hal 1, 

Jurnal Info Singkat Vol X, No. 13/I/Puslit/juli/2018, diakses dari http://puslit.dpr.go.id, 

pada tanggal 2 Mei 2019) 

2 PKPU No 20 tahun 2018, diakses dari https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu -

466554577041253344253344, pada tanggal 27 Mei 2019  

http://puslit.dpr.go.id/
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narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.3 Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa PKPU mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.4 Pada Pasal 87 UU 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

mengatur: Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai 

kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

 Penjelasan Pasal 87: 

“Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan 

tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan 
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 5 
 

Masalah Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ini berlanjut di MA 

(Mahkamah Agung), di mana MA mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 

(3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 dalam perkara nomor 46 P/HUM/2018 yang 

diajukan oleh Jumanto. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang 

mengabulkan gugatan uji materi tersebut terdiri atas tiga hakim agung yaitu : Dr. 

 
3 PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 diakses dari 

https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577041253344253344, pada tanggal 12 Mei 

2019. 

4 Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Diakses dari http://dpr.go.id/jdih/index/id/249, pada tanggal 28 

Mei 2019. 

5 Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. diakses dari http://dpr.go.id/jdih/index/id/249, pada tanggal 19 

Mei 2019. 

http://dpr.go.id/jdih/index/id/249
http://dpr.go.id/jdih/index/id/249
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H.  Supandi, SH., M.Hum sebagai hakim ketua, Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN Dan 

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH Sebagai hakim aggota.6 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini juga bertentangan dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada 9 Juli 2015 

membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK 

mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 

2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat 

ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Dalam putusannya MK 

menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang  

Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. MK menilai bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 

8 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.7 

Berdasarkan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018, KPU membuat 

peraturan baru yaitu PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 

20 Tahun 2018. Dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3) KPU 

menghapus frasa yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon 

legislatif dan calon legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi 

yang tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 

dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalokan diri dalam pemilu 2019. 

 

6 Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Diakses dari 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d97d8fa35d3bf8194a48716

7b2259170/pdf, pada tanggal 4 Juni 2019. 

7 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015, diakses dari 

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/42_PUU-XIII_2015.pdf, pada tanggal 

2 Mei 2018. 

https://mkri.id,/
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas penulis mengajukan satu pokok masalah yang 

penting untuk dikaji dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana penerapan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU 

Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dalam perspektif mas}lah}ah mursalah? 

2. Bagaimana dampak terhadap good governance dalam penerapan PKPU 

Nomor 31 Tahun 2018 yang membolehkan mantan narapidana korupsi 

menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan penelitian terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk meninjau bagaimana peraturan 

tersebut dalam sudut pandang mas}lah}ah mursalah dan dampaknya 

terhadap good governance. 

b. Penilitian ini dilakukan agar nantinya bisa memberikan sumbangan 

pengetahuan baik kepada pelajar, mahasiswa, KPU ataupun badan penegak 

hukum yang lain bagaimana sudut padang mas}lah}ah mursalah dalam 

pelarangan mantan Narapidana korupsi menjadi calon legislatif. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 



 

5 
 

 
 

1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih secara akademik bagi 

pemikiran khazanah keilmuan pada fakultas syariah dan hukum, serta 

memberikan referensi keilmuan pada umumnya. 

2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang hukum 

positif maupun hukum Islam dalam menganalisa dan memecahkan 

masalah terkait dalam kemaslahatan secara umum. 

b. Manfaat Praktis 

1) Secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan dalam 

penetapan keputusan di masa yang akan datang. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu menginformasikan 

penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan 

menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah 

celah yang ada dalam penelitian sebelumnya.8 Maka dari itu akan disampaikan 

beberapa penelitian yang dianggap relevan (yang selanjutnya disebut penelitian 

terdahulu) dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fitalena Ramdona Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisis pasal 4 ayat 

(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak 

Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap 

 
8 John W. Cresswell, Research Desaingn Pendekatan Metode Kuantitatif, 

Kualitatif dan, Campuran,edisi ke-4, alih bahasa Achmad Fawaid dan Riyanti Kusmini 

Pancasari. (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016) hlm 36-37. 
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Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota”. Dalam skripsinya penyusun menjelaskan bahwa 

kedudukan pasal 4 ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat 

lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak 

melanggar aturan apapun. Tapi jika dilihat dari perspektif hirarki hukum pasal 

tersebut bertentangan dengan aturan pembentukan perundang-undangan. Pasal 4 

ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 memuat norma yang tidak memiliki 

kewenangan  dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.9 

Akan tetapi jika melihat pada pasal 249 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang mana pasal tersebut menyatakan: 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 

KPU”. 

Pasal 257 ayat (3) yang mana menyatakan: 

 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 

KPU”. 

Maka KPU berhak mengatur larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan 

diri di Pemilu legislatif dengan dasar hukum tersebut dan dan diperkuat dengan 

pasal 8 ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang mana menyatakan: 

 “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

 
9 Fitalena Ramdona, Skripsi,“Analisis pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana 

Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Koru psi dalam Seleksi Bakal 

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019. 
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sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan”. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Faisal (2018) dosen Fakultas Hukum 

Unuversitas Bandar Lampung yang berjudul “Analisis Yuridis Pencabutan Hak 

Politik Terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 

menjelaskan bahwa Penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana 

perkara korupsi, tidak melanggar HAM karena HAM (khususnya hak politik) 

dapat dibatasi sepanjang tindak pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan 

umum serta menjamin terlaksananya HAM orang lain. Pencabutan hak politik 

bagi koruptor tidak melanggar HAM karena termasuk dalam kategori derogable 

rights atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang 

memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.10 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi (2018) peneliti dari 

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang berjudul “PKPU No 20 Tahun 

2018 dalam Perspektif Hirarki Norma Hukum” menjelaskan bahwa PKPU secara 

norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar 

sebagai calon legislatif. Sementara UU Pemilu secara normatif tidak membatasi 

hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif 

“sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana”. Dalam perspektif hierarki norma hukum, sebagai 

peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki, norma hukum dalam PKPU 

semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang 

 
10 jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/1069/1124, diakses tanggal 3 

Maret 2019. 
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lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Noorwahidah (2014) dari Fakultas 

Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Esensi mas}lah}ah mursalah 

dalam dalam teori istinbat hukum Imam Syafi’i”, Yang menjelaskan Imam 

Syafi'i tidak membicarakan masalah mas}lah}ah mursalah di dalam teori istinbatnya 

tetapi masalah tersebut sudah termasuk di dalam konsep qiyas yang 

dikemukakannya. Hal ini disebabkan karena di dalam al-mas}lah}ah al-mursalah 

terkandung jenis ‘illat yang sama dengan ‘illat yang terkandung di dalam 

peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam nash.11 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Asmawi (2014) dari Fakultas Syari’ah 

Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Konseptualisasi 

Teori mas}lah}ah mursalah”, yang menjelaskan bahwa Maslahah merupakan tujuan 

yang dikehendaki oleh al-Syar’i dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya 

melalui teks-teks suci Syariat berupa Alquran dan Hadis. Menurut al-Ghazali 

tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, 

perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan 

terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. Pandangan al-

Gazali tentang al-usu>l al-khamsah ini disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-

Qarafi dengan menambahkan satu tujuan/prinsip dasar lagi, yakni memelihara 

kehormatan diri (hifz al-‘ird). Mas}lah}ah itu bertingkat-tingkat, yakni d}aruriyah, 

 
11  https://media.neliti.com/.../30025-ID-esensi-al-mashlahah-al-mursalah-

dalam-teori-istial-mursalah-dalam-teori-istinbat-hukum-imam-syafii.pdf, diakses pada 

tanggal 3 Maret 2019. 

https://media.neliti.com/.../30025-ID-esensi-al-mashlahah-al-mursalah-dalam-teori-istial-mursalah-dalam-teori-istinbat-hukum-imam-syafii.pdf
https://media.neliti.com/.../30025-ID-esensi-al-mashlahah-al-mursalah-dalam-teori-istial-mursalah-dalam-teori-istinbat-hukum-imam-syafii.pdf
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hajiyyah, dan tahsiniyyah. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-

masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat d}aruriyyah. 

Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan 

eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada 

tingkat hajjiyah. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, 

keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu 

merupakan mas}lah}ah pada tingkat tahsiniyyat.12 

Keenam, tesis yang disusun oleh Luthfi Raziq (2014) mahasiswa program 

Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul 

“Mas}lah}ah Mursalah Menurut Imam Ghazali dan Peranannya dalam 

Pembaruan Hukum Islam”. Dalam tesisnya penyusun menjelaskan mas}lah}ah 

mursalah sebagai dalil hukum Islam dengan syarat maslahah mursalah ini bersifat 

dharuri (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), qat’i (pasti), dan kulli 

(menyeluruh) secara kumulatif. Selain itu, al-Ghazali juga membuat batasan 

operasional mas}lah}ah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam 

menetapkan hukum Islam, yakni: (a) Harus sejalan dengan tujuan penetapan 

hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau 

kehormatan. (b) Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan 

ijma’. (c) Harus menempati level d}aruriyah (primer) atau hajjiyah (sekunder) yang 

setingkat dengan d}aruriyah. (d) Kemashlahatannya harus berstatus qat’i atau zann 

 
12 journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1548/pdf. Diakses pada 

tanggal 3 Maret 2019. 
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yang mendekati qat’i. (e) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan: 

qat’iyah, d}aruriyah, dan kulliyah.13 

E. Kerangka Teori 

1. Mas}lah}ah Mursalah 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan mas}lah}ah mursalah adalah kemashlahatan 

yang oleh syar’i tidak ditetapkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada 

dalil syara’ yang menunjukan bahwa hal tersebut diterima maupun ditolak.14 

Ulama membagi sektor mash}lah}ah dalam konsep maqa>sid al-syari>’ah pada 

lima hal prinsip (al-kulli>yat al-khamsah) yaitu hifz} al-di>n (menjaga agama), hifdz 

al-nafs (menjaga jiwa), hifz} al-ma>l (menjaga harta), hifz} al-nasl (menjaga 

keturunan), serta hifz al-‘aql (menjaga akal). Sedangkan menurut skala 

prioritasnya terbagi menjadi tiga yaitu d}aruriyah (primer), haji>yah (sekunder), 

dan tahsini>yah (pelengkap).15 

1) Landasan Hukum Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah mursalah juga bersumber dari berberapa ayat Al-Quran dan Al-

Hadits yang mencakup pertimbangan kemashlahatan umat, di antaranya adalah : 

Surat Yu>nus (10) ayat 57 :16 

بكم وشفاء لهما فى الصهدور وهد ورحمة لهلمؤمنين  يأيهها النهاس قد جاءتكم مهوعظة مهن ره

 
13 Luthfi Raziq, Tesis, “Mashlahah Mursalah Menurut Imam Ghazali dan 

Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam” Program Pasca Sarjana Universitas Islam 

Sunan Ampel. 2014. 

14 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Gema Risalah Press, 1996), 

hlm. 142. 

15 H. A. Jazuli, Fiqh Siyasah: implementasi kemashlahatan umat dalam rambu-

rambu syariah, (jakarta: kencana, 2013), hlm 257. 

16 Qur’an Karim dan terjemahan artinya , (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 

378. 
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Surat Yu>nus (10) ayat 58 : 17 

ا يجمعون  قل بفضل اللّه وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير ممه

2) Syarat-syarat Mas}lah}ah Mursalah 

Syarat maslahah mursalah diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan 

mas}lah}ah mursalah, syarat-syaratnya menurut Abdul Wahab Khallaf adalah: 

1) Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan sekedar dugaan.  

2) Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. 

3) Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan 

sumber hukum pokok yaitu Alquran dan Hadis.18 

Dari penjelasan mas}lah}ah mursalah di atas, selanjutnya akan diakaji dan 

dibahas sudut pandang mas}lah}ah mursalah terhadap masalah yang diteliti yaitu, 

larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 

di Pemilu 2019. 

2. Good Governance 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan 

masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi 

salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Dampak peran 

pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur 

 
17 Ibid. 

18 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Gema Risalah Press, 1996), 

hlm. 145. 
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akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu 

memfasilitasi Masyarakat.19 

1) Ciri-Ciri Good Governance 

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:  

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil. 

2. Menjamin adanya supremasi hukum.  

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan 

pada konsesus masyarakat. 

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya 

pembangunan.20 

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan 

yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan 

keputusan publik yang mana proses pengambilan keputusan bersifat hirarki 

berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder 

(semua pihak dalam masyarakat baik individu, komunitas, kelompok 

masyarakat). 

2) Prinsip-Prinsip Good Governance 

 
19 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2. 

20 Ibid, Hlm 3. 
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good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana 

pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan 

implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme 

dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam 

memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek 

fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:21 

1) Partisipasi 

2) Penegakan hukum 

3) Transparansi 

4) Responsif 

5) Konsensus 

6) Kesetaraan dan keadilan  

7) Efektifitas dan efisien 

8) Akuntabilitas 

9) Visi strategis 

  

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan  untuk mengkaji PKPU Nomor 31 Tahun 2018 

perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dihapusnya larangan mantan napi 

korupsi menjadi caleg dalam tinjauan mas}lah}ah mursalah. Untuk menjawab 

persoalan tersebut, berikut aspek metodologis yang digunakan peneliti : 

 
21 Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani , 

(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182  
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1. Jenis Penelitian 

Secara metodologis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan 

dalam penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.22 

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. 

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat 

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup 

dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.23 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang 

keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara 

umum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa 

bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.24 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
22 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . 

(Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 295. 

23 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . 

(Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 13-14. 

24 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press), 

hlm. 10. 



 

15 
 

 
 

Sesuai dengan objek kajian skripsi ini maka penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian kepustakaan (library research) dalam hal ini penulis berupaya 

mengumpulkan data pustaka yang menyangkut persoalan hirarki perundang-

undangan, kewenangan yang mengatur lembaga penyelenggara pemilu, 

kewenangan lembaga Mahkamah Agung, dan teori Mas}lah}ah Mursalah. 

Karena banyaknya data yang diperoleh, oleh karena itu data yang 

digunakan dalam penilitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer yaitu penelitian terhadap PKPU Nomor 31 

Tahun 2018 dan PKPU No. 20 tahun 2018 sedangkan sumber data skunder 

lainnya berupa buku, jurnal, putusan lembaga yudikatif, skripsi, televisi, media 

internet dan studi kasus terkait yang menyangkut masalah dalam penelitian ini. 

4. Analisis data 

Dalam menganalisis data akan digunakan metode induktif, Yaitu penalaran 

contoh dan fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu 

kesimpulan. 

 

G. Sitematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui 

sistematika penyusunan sebagai berikut : 

Bab pertama, Pendahuluan berisi tentang uraian secara umum mengenai 

penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub-sub 

pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, tujuan 
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dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahsan ke bab-bab 

selanjutnya. 

Bab kedua, kerangka teori mas}lah}ah mursalah terdiri dari sudut pandang 

para ulama, landasan hukum, penerapan, dan syarat mas}lah}ah mursalah serta 

good governance meliputi prinsip, pelaksanaan dan tujuan yang dicapai dalam 

membentuk pemerintahan yang bersih. 

Bab ketiga, terdiri dari penjelasan calon legislatif, Pemilu, koruptor, sudut 

pandang Islam terhadap tindak pidana korupsi, dan sebab dilarangnya mantan 

narapidana korupsi menjadi calon legislatif yang tertuang dalam  PKPU Nomor 

20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) 

Bab keempat, berisi analisis terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang 

membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota 

legislatif dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana 

korupsi menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 dari sudut pandang mas}lah}ah 

mursalah untuk menciptakan good governance. 

Bab kelima, Penutup : berisi tentang kesimpulan yang menyajikan secara 

ringkas dari masalah yang diteliti terkait dihapusnya larangan mantan narapidana 

korupsi menjadi calon legislatif yang diatur dalam PKPU Nomor 31 tahun 2018 

yang merubah isi dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ditinjau dari sudut 

pandang mas}lah}ah mursalah dan dampaknya terhadap good governance Selain itu 

bab ini juga berisi saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, akan dijelaskan lebih sistematis dalam menjawab rumusan masalah 

tentang pandangan mas}lah}ah mursalah terhadap larangan mantan narapidana 

korupsi maju sebagai calon legislatif sebagi berikut : 

1. Dalam tinjauan mas}lah}ah mursalah dihapusnya larangan pencalonan mantan 

narapidana korupsi dalam Pemilu legislatif tingkatannya merupakan mas}lah}ah 

hajjiyah dan dalam cakupannya termasuk mas}lah}ah khos}s}oh (bersifat khusus) 

berkaitan dengan hak mantan narapidana korupsi yang dibatasi dalam Pemilu. 

Sedangkan dilarangnya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif 

masuk dalam tingkatan d}aruriyah dan cakupannya mas}lah}ah amma>h 

(kemaslahatan untuk umum) dan merupakan sebuah bentuk amar ma’ruf nahi> 

munkar. Menurut al-Ghazali bahwa mas}lah}ah diterima apabila merupakan 

sesuatu yang d}aruriyah yang qat}’i (pasti). d}aruriyah qat}’i dari tindakan 

korupsi dikemukakan oleh para ahli fikih bahwa korupsi termasuk tindakan 

fasad fi> al-ardl (perilaku merusak di muka bumi). Tindakan ini tidak saja 

melawan dan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, tetapi juga 

bertentangan dengan syari’at Islam. melarang mantan narapidana korupsi 

yang merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan dan sifatnya d}arūriyah 
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dan mencakup kepentingan umum harus didahulukan, dari pada mencari 

kemaslahatan dengan membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan 

diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu legislatif yang sifatnya Hajjiyah 

dan khusus. 

2. Dampak yang akan ditimbulkan dari legislatif yang buruk akan berdampak 

pula pada sektor legislasi kebijakan, pengawasan terhadap eksekutif baik 

tingkat nasional maupun daerah, dan anggaran yang dibutuhkan oleh negara 

dan daerah tidak tepat sasaran. Visi strategis dalam good governance 

dilaksanakan oleh KPU mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2014 yang 

melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Kesesuaian 

antara mas}lah}ah mursalah dengan prinsip good governance dalam tata kelola 

pemerintahan tercermin dalam prinsip keadilan, partisipasi masyarakat 

sehingga pemerintah tidak otoriter sehingga dijalankan berdasarkan prinsip 

musyawarah, transparasi, akuntabiltas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Mendorong kepada anggota DPR RI yang terpilih pada periode 2019-2024 

untuk membentuk Undang-Undang pembatasan terkait hak politik mantan 

narapidana korupsi dengan melihat seberapa luas dampak yang ditimbulkan 
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oleh orang tersebut bagi ekonomi, politik, dan sosial. Dengan membuat 

petisi atau  melalui musyawarah dengan para pakar hukum dan ulama. 

2. Menambahkan materi muatan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 

tentang pembatasan syarat pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD 

seperti syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam huruf d, g, h, 

j yang ada pada pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 

3. Menyarankan kepada KPU untuk membentuk peraturan yang mana 

persyaratan pencalonan legislatif harus melalui seleksi ujian, baik ujian 

pengetahuan tentang politik dan tata negara, ujian psikologis, ujian 

informasi dan teknologi dan ujian lainnya yang diperlukan. 
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